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Transparan Kelola

Uang Rakyat

ubernur Kalbar Sutarmidiji sukées melakukan
efisiensi APBD 2019 sebanyak Rp 104 miliar.

Angka yang bukan main-main tersebut tentu
saja fantastis. Darimana saja uang sebanyak
itu didapatkan. Ternyata satu di antara cara yang dila-

kukan Gubernur Sutarmidji adalah memangkas biaya

perjalanan dinas pejabat daerah.

Dampak dari pemangkasan uang perjalanan dinas
tersebut, Pemprov Kalbar bisa menggratiskan sekolah
pada jenjang SMA. Terkait hal tersebut Sutarmidji juga
meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
Pemprov Kalbar mengubah mindset bahwa perjalanan

dinas bukanlah bagian dari penghasilan tambahan atau

can tepi dalam bahasa Pontianak. Sebab, diakui Sutar-

midji ada sejumlah kepala dinas yang menjadikan per- -

jalanan dinas sebagai can tepi. Ada pula sebagian ASN
masih berpikiran saat perjalanan dinas adalah bagian
dari penghasilan tambahan. Padahal kata Sutarmidii,

bukan demikian, yang sebenarnya terjadi perjglanan di-

nas tidak menguntungkan dan menambah pendapatan.
Kecuali perjalanan dinas fiktif. Apabila perjalanan dinas

* yang betul-betul melakukan tugas dan fungsinya pasti

rugi bukan malah untung. Oleh karena itu, ia meminta
seluruh jajaran untuk mengubah®mainset terkait perja-
lanan dinas menambah penghasilan.

Sutarmidji mengatakan dari APBD 2019 yang disah-
kan pada awal ia dilantik sebagai Gubernur Kalbar akhir -

2018 lalu, penghematan perjalanan dinas di Kalbar su-
dah Rp 104 miliar. Uang tersebut kemudian dialihkan
pada pembiayaan pendidikan SMA. Tahun ini, bahkan
dia kembali akan melakukan penghematan biaya perja-
lanan dinas mencapai Rp 40 miliar sampai akhir tahun.

Sebelumnya menurut BPKPD, perjalanan dinas di Provin-
si Kalbar selama setahun mencapai Rp 244 miliar. Dari jum-
lah itu, Sutarmidji kemudian meminta dijadikan Rp 140 mili-
ar, dan sisanya sebanyak Rp 104 miliar dialokasikan untuk
memberikan beasiswa kepada 142 ribu anak SMA dan SMK
negeri. Setelah Rp 104 miliar dialokasikan untuk biaya SMA-
SMK negeri, Midji kembali bertanya pada Kadisdikbud, Sup-
rianus Herman apakah masih ada sisa anggaran Rp 104 mi-
liar itu. Kala itu Suprianus Herman menjawab masih. Midji
langsung minta agar sisa anggaran dibelikan meubeler se-
kolah dan dapat 20 ribu set.

Abidin, menilai langkah yang diambil Sutarmidji sudah sa-
ngat tepat. Langkah tersebut patut mendapatkan apresia-
si yang tinggi. Kebijakan yang dilakukan Gubernur Kalbar,
itu sudah tepat. Jadi Pemerintahan itukan tidak bisa me-
nambah dan mengurangi tapi dia bisa melakukan efisien-
si dan itu telah dijalankan Gubernur Sutarmidii.

Sutarmidji bisa melakukan efisiensi pada satu mata ang—
garan saja yaitu biaya perjalanan dinas, dampaknya luar bi-
asa besar bagi masyarakat. Saat biaya perjalanan dinas di-
efisiensikan maka anggarannya dialihkan Sutarmidji pada
program yang lebih bermanfaat bagi khalayak ramai. 3

Kita bisa bayangkan, kalau anggaran itu digunakan semu-
anya untuk perjalanan 'dinas; apa ukuran keberhasilannya
dan dampaknya? Kita belum bisa melihat dan merasakan-
nya. Tapi berbeda ketika Sutarmidji mengalihkan anggaran-
nya untuk biaya pendidikan gratis, maka puluhan ribu anak-
anak SMA dan SMK negeri mendapatkan manfaatnya.

Langkah Sutarmidji yang melakukan efesiensi perja-
lanan dinas diharapkan juga dilakukan para bupati/wali
kota se-Kalbar. Termasuklah para kepala dinas. Jangan
sampai uang rakyat hanya habis dntuk perjalanan di-
nas atau kegiatan-kegiatan lain yang tak ada manfaat-
nya. Selain itu kita juga berharap DPRD baik DPRD Kal-
bar dan DPRD Kabupaten/Kota menjalankan fungsinya
pengawasan dan budgeting-nya dengan maksimal. Kita
ingin ada-anggota DPRD di daerah ini yang sekencang
anggota DPRD dari PS| di Jakarta yang bersuara lan-
tang soal anggaran. Semoga...(*)
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